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ABSTRAK 

Erlin Pujianti, NIM 1922100042, Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi : 

“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Likuiditas terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 

2021”. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh pajak daerah 

terhadap kemandirian keuangan daerah. (2) pengaruh retribusi daerah terhadap 

kemandirian keuangan daerah, (3) pengaruh likuiditas terhadap kemandirian 

keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten 

dan 6 Kota tahun 2021. Pemilihan sampel menggunakan teknik sensus sampling, 

diperoleh sampel sebanyak 35 pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan 

antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta uji hipotesis menggunakan 

metode regresi linier berganda, uji-F (simultan), uji-t (parsial), uji koefisien 

determinan (R2). Hasil penelitian ini menunjukkan pajak daerah dan likuiditas 

berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi 

daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. 

 

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Likuiditas, Kemandirian Keuangan          

Daerah  
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ABSTRACT 

Erlin Pujianti, NIM 1922100042, Accounting Study Program, Faculty 

of Economics and Psychology, University of Widya Dharma Klaten, Thesis 

title: "The Influence of Local Taxes, Regional Levies, and Liquidity on 

Regional Financial Independence in Regencies/Cities in Central Java in 2021". 

 

The purpose of this study is to examine (1) the effect of local taxes on 

regional financial independence. (2) the effect of regional levies on regional 

financial independence, (3) the effect of liquidity on regional financial 

independence. The population in this study were district/city local governments in 

the Central Java Province region consisting of 29 regencies and 6 cities in 2021. 

The sample selection used a census sampling technique, a sample of 35 local 

governments was obtained. The analytical methods used include descriptive 

statistical tests, classic assumption tests which include the normality test, 

multicollinearity test, and heteroscedasticity test, as well as hypothesis testing using 

multiple linear regression methods, F-test (simultaneous), t-test (partial), 

coefficient test determinant (R2). The results of this study indicate that regional 

taxes and liquidity have a positive effect on regional financial independence, while 

regional levies have no effect on regional financial independence. 

 

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Liquidity, Financial Independence 

Area 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah 

Daerah menjelaskan bahwa definisi asas otonomi daerah merupakan hak, 

wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melihat sejauh mana kemampuan 

pemerintah dalam menjalankan otonomi daerahnya adalah melalui 

kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan 

apakah daerah tersebut mampu menggali sumber keuangan yang ada, 

mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan 

pemerintah dan meminimalkan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah 

pusat agar pendapatan asli daerah menjadi sumber utama keuangan daerah 

tersebut. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya, maka 

semakin rendah pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

bantuan dari luar seperti pemerintah pusat dan pinjaman.  

Menurut situs web Datanesia, mengacu pada formula yang 

dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, rata-rata 

tingkat kemandirian kabupaten/kota di Indonesia masuk kategori “Rendah”. 

Rata-rata rasio PAD terhadap total pendapatan daerah hanya 25,7% pada tahun 

2021 sehingga mendekati kategori “Sangat Rendah”. Dengan begitu, 514 
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kabupaten/kota di Indonesia masih bergantung pada bantuan dana dari 

pemerintah pusat, yang porsinya sekitar 66,0%.  

 
 Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

Gambar 1. 1 Komposisi Pendapatan APBD di Indonesia 

Gambar diatas merupakan data yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan yang memperlihatkan tingginya 

ketergantungan daerah pada transfer dana dari pemerintah pusat, artinya 

apabila tidak ada transfer dana dari pemerintah pusat, maka kegiatan 

pemerintah daerah akan terhambat bahkan berpotensi berhenti.  

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kemandirian keuangan 

daerah diantaranya penerimaan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah dan 

retribusi daerah. Pada era pemerintahan otonomi daerah, pajak daerah dan 

retribusi daerah menjadi hal yang penting diperhatikan bagi setiap pemerintah 
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daerah, karena kedua komponen tersebut merupakan penyumbang terbesar 

bagi pendapatan asli daerah (Sutrisno dan Santoso, 2021). Dengan memiliki 

sumber keuangan daerah yang besar diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan kemandirian keuangan daerahnya.  

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah (Halim, 2001).  

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmayani dan Kurnadi 

(2022), Saraswati dan Nurharjanti (2021), Lukitawati dan Pringgabayu (2020), 

Febriayanti dan Faris (2019), Balqis dkk. (2018), Haerunnisa (2018), dan 

Nggilu dkk. (2016) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif 

terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

pajak daerah yang diterima maka ketergantungan terhadap dana transfer dari 

luar seperti pemerintah pusat atau pinjaman akan rendah sehingga kemampuan 

kemandirian keuangan daerah tersebut akan tinggi. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Karouw dkk. (2022) menyatakan bahwa pajak daerah tidak 

mempengaruhi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya tinggi 

rendahnya pajak daerah tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat 

kemandirian keuangan daerah.  

 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah 
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daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Sunarto dan Sunyoto, 

2016). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukitawati dan Pringgabayu 

(2020), Febriayanti dan Faris (2019) dan Nggilu dkk. (2016) menyatakan 

bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian Keuangan 

Daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat penerimaan retribusi 

daerah tersebut maka ketergantuangan terhadap dana transfer dari pemerintah 

pusat atau pinjaman akan rendah sehingga kemandirian keuangan daerah 

tersebut akan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Karouw dkk. (2022), 

Rahmayani dan Kurnadi (2022), dan Saraswati dan Nurharjanti (2021) 

menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian 

keuangan daerah. Artinya tinggi rendahnya retribusi daerah tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 

Selain menggunakan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah 

daerah dapat menggunakan alternatif lain selain sumber dana dari pemerintah 

pusat untuk pembiayaan daerah yaitu dengan melakukan pinjaman daerah. 

Dalam melakukan pinjaman pemerintah daerah harus mengembalikan utang 

tersebut terutama utang jangka pendeknya untuk memperlancar kegiatan 

pemerintah.  

Untuk pengukuran kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi 

kewajiban atau utangnya kepada pihak luar, dapat menggunakan rasio 

likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan (pemerintah daerah) 
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dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset 

lancar (Hadi, 2010) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) menyatakan bahwa 

likuiditas yang diukur dengan rasio cepat atau quick ratio berpengaruh positif 

terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

tingkat likuiditas maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga kemandirian 

keuangan daerahnya semakin tinggi.   

Kaitan logis antara likuiditas dengan kemandirian keuangan daerah 

adalah terletak pada keadaan posisi utang atau kewajiban yang dimiliki 

pemerintah daerah. Pengukuran kemandirian daerah tidak terlepas dari ada 

tidaknya posisi kewajiban pemerintah daerah dalam membiayai semua urusan 

pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah (Hadi, 2010).  

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

masih ditemukan hasil penelitian tidak konsisten dari setiap variabel yang diuji. 

Adanya ketidakkonsistenan tersebut membuat peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian kembali mengenai apa saja yang mempengaruhi 

kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian Febriayati dan Faris (2019) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adanya variabel baru 

yaitu likuiditas serta pemilihan sampel penelitian. Alasan peneliti menambah 
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variabel likuiditas karena, likuiditas merupakan suatu hal yang dapat 

mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Jika pemerintah daerah 

memiliki utang terutama utang jangka pendeknya, maka pemerintah daerah itu 

harus membayar utang tersebut dan jikalau pemerintah daerah itu mampu 

memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya maka 

daerah tersebut dikatakan mandiri dalam keuangan daerahnya. Variabel 

likuiditas ini belum banyak dijadikan bahan penelitian sehingga peneliti 

tertarik melakukan penelitian ini.   

Jawa Tengah merupakan daerah yang sangat berpotensi dari segi 

sumber daya alamnya. Menurut Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sri Puryono 

mengungkapkan bahwa Jateng memiliki potensi investasi unggulan yang 

tersebar di berbagai kabupaten dan kota, baik sektor primer, sekunder, maupun 

tersier yang sangat layak dikembangkan menjadi peluang investasi. Salah 

satunya bidang industri pariwisata. Saat ini Jateng memiliki 467 daya tarik 

wisata (DTW) yang terdiri dari 148 DTW alam, 85 DTW budaya, 117 DTW 

buatan, dan 19 DTW minat khusus. Selain itu, juga ada destinasi yang masuk 

dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Borobudur, 

Karimun Jawa, Dieng dan Sangiran. Destinasi-destinasi tersebut didukung 

dengan adanya konektivitas Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar). Jika potensi 

disetiap kabupaten/kota dikelola dan diinovasi oleh pemerintah daerah dengan 

maksimal maka akan menyumbangkan pendapatan yang besar untuk daerah 

tersebut. (sumber: jatengprov.go.id) 
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Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan dari total 34 provinsi di 

Indonesia terdapat 10 provinsi yang memiliki Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) terbesar pada tahun 2021. Adapun 10 provinsi tersebut 

ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Aceh, 

Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Jawa Tengah 

berada pada urutan ke 4 diantara 10 provinsi tersebut. Besarnya kontribusi 

pendapatan asli daerah (PAD) dalam sektor pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap penerimaan anggaran Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 1. 1 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan 

Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 

Tahun 
Pendapatan Asli 

Daerah 
Pajak Daerah Retribusi Daerah 

2019 Rp14.437.914.236.398  Rp11.951.919.535.383  Rp114.861.058.851  

2020 Rp13.668.282.278.855  Rp11.139.173.309.780  Rp  93.279.121.699  

2021 Rp14.695.474.898.162  Rp11.718.378.320.505  Rp  91.634.269.205  

   Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi 

pendapatan asli daerah tahun 2019 sebesar Rp 14.437.914.236.398 dan 

mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp 13.668.282.278.855 

Penurunan pada pendapatan asli daerah ini juga diiringi dengan penurunan 

pada sektor pajak daerah dan retribusi daerahnya. Pada tahun 2019 jumlah 

pajak daerah provinsi jawa tengah sebesar Rp 11.951.919.535.383 kemudian 

mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 11.139.173.309.780 



8 
  

 
 

sedangkan jumlah retribusi daerah tahun 2019 sebesar Rp 114.861.058.851 

juga mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp 93.279.121.699.  

Kemudian pada tahun 2021 jumlah realisasi pendapatan asli daerah 

(PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp 14.695.474.898.162 dibandingkan 

pada tahun sebelumnya tahun 2020 sebesar Rp 13.668.282.278.855. Kenaikan 

pada pendapatan asli daerah (PAD) diiringi dengan kenaikan pada sektor pajak 

daerah namun tidak dengan retribusi daerahnya. Besarnya jumlah pajak daerah 

pada tahun 2021 adalah Rp 11.718.378.320.505 lebih tinggi dibandingkan pada 

tahun sebelumnya sebesar Rp 11.139.173.309.780. Sedangkan retribusi daerah 

pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 91.634.269.205 

lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 93.279.121.699.  

Hal ini merupakan keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah yang mulai bangkit dari adanya dampak virus covid-19 dan jika 

dikembangkan lagi dengan maksimal sumber-sumber potensi pendapatan asli 

daerahnya mungkin akan menyumbang lebih besar daripada sebelumnya. 

Sehingga pendapatan utama yang didapatkan dari daerah ini berasal dari 

potensi daerah tersebut dan bukan dari transfer pemerintah pusat. Meskipun 

demikian, Provinsi Jawa Tengah ini mengalami pertumbuhan pendapatan 

daerah yang positif setelah adanya bencana covid-19. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan 

Likuiditas terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2021”. 



9 
  

 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, 

maka rumusan masalah yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah 

pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021? 

2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan 

daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah 

pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021? 

4. Bagaimana tingkat rasio kemandirian keuangan daerah pada 

kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian 

keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021. 

2. Untuk menguji apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian 

keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021. 

3. Untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh terhadap kemandirian 

keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021. 

4. Untuk menganalisis bagaimana tingkat rasio kemandirian keuangan 

daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan 

bisa memberikan manfaat sebagai berikut ini. 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah 

dalam menggali potensi suatu daerah dan meningkatkan kemampuan 

kemandirian keuangan bagi setiap daerah. 

2. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

kepada masyarakat betapa pentingnya pengaruh pajak daerah, retribusi 

daerah, dan likuiditas terhadap kemandirian keuangan daerah. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi 

bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khusunya 

terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pajak daerah, 

retribusi daerah, dan likuiditas terhadap kemandirian keuangan daerah. 

4. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi akademisi 

untuk memahami pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan likuiditas 

terhadap kemandirian keuangan daerah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan likuiditas 

terhadap kemandirian keuangan daerah, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut ini. 

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada 

kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen penyumbang 

terbesar bagi pendapatan asli daerah, sehingga jika setiap orang pribadi 

atau badan patuh dalam membayar pajak daerahnya, maka penerimaan 

pajak daerah itu akan tinggi, dan ketergantungan terhadap dana transfer 

dari pemerintah pusat akan rendah karena pemerintah daerah tersebut 

mampu mengelola sumber pendapatan pajak daerah tersebut, sehingga 

akan meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.  

2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan 

daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tshun 2021. Hasil penelitian 

ini dikarenakan retribusi daerah merupakan komponen penyumbang bagi 

pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah diduga belum mampu 

mengoptimalkan sumber daya yang ada dan belum memaksimalkan 
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sumber penerimaan seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan 

terutama dalam retribusi pemberian izin tertentu.  

3. Likuiditas berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada 

kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas pemerintah daerah 

maka kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kewajiban (utang) 

jangka pendeknya semakin tinggi pula, sehingga utang yang dimiliki 

pemerintah daerah itu akan rendah, dan membuat tingkat kemandirian 

keuangan daerah itu semakin tinggi karena pemerintah daerah itu bisa 

membayar kewajibannya (utang) dengan menggunakan total aset lancar 

tanpa menggunakan persediaan. 

4. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa 

Tengah tahun 2021 paling tinggi dimiliki oleh Kota Magelang. Sebaliknya 

rasio terendah dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri. Namun, rata-rata 

kabupaten/kota di Jawa Tengah berada pada pola hubungan konsultatif 

atau rendah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, maka saran 

yang dapat diberikan penulis sebagai berikut ini. 

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memperhatikan faktor pajak 

daerah dan likuiditas dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah, 

dimana faktor tersebut telah terbukti mampu mempengaruhi kemandirian 

keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2021.  
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2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat membayar pajak daerahnya dengan 

taat, dikarenakan hal tersebut mampu mempengaruhi penerimaan daerah, 

serta masyarakat dapat merasakan keuntungannya di masa mendatang 

seperti fasilitas-fasilitas umum, pembangunan jalan, jembatan dll. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian 

kembali dengan menambah variabel lain yang lebih bervariasi dan 

dianggap dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah serta 

memperluas populasi atau sampel penelitian dan menambah periode 

penelitian. 

4. Bagi akademisi, diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk memahami 

pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan likuiditas terhadap 

kemandirian keuangan daerah. 
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